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KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR l88l 46/Kl 41 1. 1 01.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :

I88II63IW41 1.101 .O3I2OO7 TENTANG PENTINJUKAN PEJABAT YANG
DIBEzu WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SIIRAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK,

: bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang pertama Keputusan
Bupati Nganjuk Nomor : I8811631W411.101 .0312007 tentang Penunjukan
Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungj awaban Kepala Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan LayananUmum ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan'

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Perimbangan;

Dana

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan- Daerah ;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

"'

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/163 lK/411.101.0312007
tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk
Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganluk Nomor :

188/1631w411.101 .0312007 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi
wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2D)
Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Nganjuk rahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/r631w411.101 .0312007 tentang Penunjukan pejabat yang Diberi
wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah pencairan Dana (Sp2D)
Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, masih tetap berlaku kecuali
yang diubah dengan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi: NGANJUK
padatanggal: 5Mei2008

BITPATI NGANJIIK

d.t.o

DTs. H. TAUFIQURRAHMAN

MOH. GHUFRON. SH. M. Si
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BIJPATI NGANJUK
NOMOR : 1881461W411.101.03/2008
TANGGAL : 5 Mei 2008

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJIIK NOMOR :

I88II63/K/411.101,0312007 TENTANG PENTINJUK}N PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG UNTTIK MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABIIPATEN NGANJUK TAHLIN ANGGARAN 2008.
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